




A. Latar belakang 
 Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan inti dari sistem keuangan 
disetiap negara. Tujuan dari lembaga keuangan ini adalah untuk menjembatani antara 
pihak yang kelebihan dana, pihak yang kekurangan dana serta memperlancar 
transaksi ekonomi negara. 
 Perbankan juga sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan 
pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan Oktober 
1988 (Pakto 88), Undang-Undang (UU) Perbankan No.7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan yang dilanjutkan perubahan UU Perbankan melalui UU No. 10 Tahun 
1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan yang dimaksud, serta memberikan 
sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk 
perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Abdul Ghofur Anshori. 2009:1) 
 Pengertian Bank secara tegas telah diatur di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa 
“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 
simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-
bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak”. 
 Bank jika dilihat dari prinsip dan cara operasinya dibedakan menjadi 2 




Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah yang memberikan kesempatan yang luas dalam pengembangan jaringan 
perbankan untuk menerapkan sistem perbankan ganda atau dual banking system, 
yaitu penggunaan sistem perbankan konvensional dan syari‟ah secara paralel. 
 Tidak heran jika sekarang ini di Indonesia perbankan yang berbasis syari‟ah 
telah menjamur. Hampir setiap bank menggunakan dual banking system. Perbankan 
syari‟ah tidak kalah dengan perbankan yang berbasis konvensional. Pada perbankan 
syari‟ah produk yang ditawarkan pun  banyak sekali. 
 Produk pembiayaan syari‟ah terbagi menjadi 5 katagori berdasarkan tujuan 
penggunaannya, yaitu:  
a. Pembiayaan dengan prinsip ba’i (Murabahah, Salam, dan, Istisna) 
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (Ijarah) 
c. Pembiayaan dengan prinsip Syirkah (Musyarakah, Mudharabah, Muzara’ah 
dan Musaqah) 
d. Fee based service atau jasa (Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn) 
e. Produk Sosial (Qard al-Hasan). (Furywardhana 2006; Adnan 2005) 
Dalam pembiayaan di Bank Syariáh ada yang dinamakan dengan pembiayaan 
Murabahah. Murabahah adalah jual beli dengan menyebutkan harga jual dan 
keuntungan. Dalam buku karangan Syafií Antonio baí al-murabahah adalah jual beli 
barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. (Muhammad 




penjual harus memberi tahu harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 
keuntungan sebagai suatu tambahannya. (Syafií Antonio, 2001:101). 
Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan 
keuntungan (margin) yang disepakati yang oleh penjual dan pembeli. Akad ini 
merupakan salah satu bentuk natural certainty contract (yakni memberikan kepastian 
pembiayaan baik dari segi jumlah maupun waktu, cash flownya bisa diprediksi 
dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang 
bertransaksi di awal akad). Dikategorikan sebagai natural certainty contract karena 
dalam murabahah ditentukan berapa requaired rate of profitnya (besarnya 
keuntungan yang disepakati). (Adi Warman A. Karim, 2003:161) 
Pada umumnya di Bank-Bank syariáh proses pengajuan pembiayaan 
murabahah harus memberikan agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan 
(accessoir), dimana tujuan agunan ini adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. 
Alasan utama adanya agunan pada bank syariah adalah untuk melaksanakan prinsip 
kehati-hatian dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Seperti yang terkandung dalam 
PBI No.13/25/PBI 2011 dan UU No.21 tahun 2008 tentang Prinsip Kehati-hatian. 
Disamping tujuan tersebut , jaminan dalam pembiayaan murabahah bertujuan 
agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat kelalaian nasabah karena setiap 
manusia bertanggung jawab atas perbuatannya dan kelalaian akibat perbuatan 
seseorang tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Jaminan ini diserahkan oleh 




Dalam hukum Islam, seluruh madzhab hukum syariah tidak membenarkan 
meminta jaminan untuk akad yang bertujuan untuk melakukan transaksi berdasarkan 
kemitraaan. Namun dalam perbankan syariah, ada akad yang disebut dengan rahn, 
yang mengandung makna tetap dan tertahan. Akad rahn ini digunakan untuk 
mengikat akad pembiayaan murabahah. 
Rahn menurut Imam Ibnu Mandur diartikan apa-apa yang diberikan sebagai 
jaminan atas suatu manfaat barang yang diagunkan. (Imam al‟ama Ibn Mandur, 
1999:347). Dari kalangan Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan rahn sebagai “harta 
yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang bersifat mengikat“, ulama 
Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan “menjadikan suatu barang sebagai 
jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak 
tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya“. Ulama Syafii dan Hambali dalam 
mengartikan rahn dalam arti akad yakni menjadikan materi (barang) sebagai jaminan 
utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang berhutang tidak bisa 
membayar hutangnya. (Van Hope, 1996:1480) 
Syarat yang berhubungan dengan gadai yaitu: (Sutan Remy Sjahdeini. 
2007:79-80) 
a. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. 
b. Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketetuan syariat Islam. 
c. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik). 




e. Agunan itu tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, bagi 
sebagian maupun seluruhnya). 
f. Agunan itu harus merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di beberapa 
tempat.  
g. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun 
manfaatnya. 
 Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn menyatakan bahwa 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn 
dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: 
1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) 
sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, 
namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 




a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa / 
dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban Rahin. 
 
Baru-baru ini Bank Syariah Mandiri mengeluarkan surat edaran yang 
menerangkan bahwa Bank tersebut saat ini menetapkan pelayanan baru khusunya 
untuk pembiayaan Warung Mikro. Pelayanan tersebut dinamakan Pembiayaan 
Warung Mikro dengan jaminan cash collateral. Nasabah yang akan mengajukan 
pembiayaan dengan jaminan cash collateral ini harus memiliki deposito yang 
diterbitkan oleh Bank Syariah pemberi deposito tersebut. Akad yang digunakan 
dalam pembiayaan ini adalah murabahah dan rahn. Akad rahn digunakan untuk 
mengikat agunan yang diberikan nasabah ketika melakukan proses pembiayaan. 
Dalam obeservasi awal yang telah dilakukan, nasabah Bank Syariah Mandiri 
yang akan mengajukan pembiayaan boleh memilih jaminan apa yang akan di 
agunkan. Misal nasabah memilih deposito sebagai agunan, maka pihak Bank akan 
memastikan apakah nasabah tersebut memiliki deposito yang dikeluarkan oleh Bank 




Syariah Mandiri salah satunya adalah deposito yang diterbitkan dari kantor cabang 
pemberi deposito. Setelah dipastikan Bank akan memproses data-data yang diberikan 
nasabah guna pencairan pembiayaan. Deposito yang dijadikan agunan akan diblokir, 
dikuasai oleh pihak Bank dan diikat dengan gadai atau rahn. (Wawancara dengan 
Bapak Cipta, Kepala Divisi Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KC Cimahi) 
 Dalam akad rahn yang digunakan pada produk pembiayaan di Bank Syariah 
Mandiri, jaminan yang digunakan adalah berupa deposito atau uang. Sedangkan 
dalam syarat rahn objek gadai yaitu berupa barang, barang yang digadaikan juga 
harus bisa dijual. Dalam fatwa DSN pun keterangan bahwa uang atau deposito dapat 
dijadikan agunan itu tidak ada. Namun, Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 
menyatakan bahwa  pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang 
dalam bentuk Rahn dibolehkan. 
 Dalam islam fungsi uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditi. Selain itu 
syarat rahn yang lain adalah barang yang digadaikan harus terpisah dari milik orang 
lain, sedangkan dalam deposito sendiri menggunakan akad mudharabbah yang berarti 
kerjasama. Itu berarti ada keuntungan dan kerugian yang dibagi karena sifatnya 
kerjasama. Belum ada penjelasan tentang penggunaan uang sebagai objek gadai, 
bahkan dalam Fatwa DSN dan Peraturan Bank Indonesia. 
Asumsinya adalah program cash collateral dalam pembiayaan murabahah 





Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk membahas 
lebih lanjut mengenai “PENGGUNAAN DEPOSITO SEBAGAI AGUNAN PADA 
PROGRAM CASH COLLATERAL DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH 
DI BANK SYARIÁH MANDIRI CABANG CIMAHI” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas yang 
menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana ketentuan pembiayaan murabahah dalam program cash collateral di 
Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi ? 
2. Bagaimana mekanisme penggunaan deposito sebagai agunan pada program cash 
collateral di Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi? 
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap fungsi deposito yang dijadikan 
sebagai objek rahn pada program cash collateral di Bank Syariah Mandiri 
Cabang Cimahi? 
C. Tujuan Penelitian 
Ada pula tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah: 
1. Untuk mengetahui ketentuan pembiayaan murabahah dalam program cash 
collateral di Bank Syariáh Mandiri Cabang Cimahi. 
2. Untuk mengetahui mekanisme penggunaan deposito yang dijadikan jaminan 




3. Untuk mengetahui kesesuaian tinjauan fiqh muamalah terhadap fungsi deposito 
yang dijadikan sebagai objek rahn pada pembiayaan murabahah. 
D. Kerangka Pemikiran 
Adiwarman A. Karim mengartikan murabahah sebagai akad jual beli barang 
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh 
penjual dan pembeli. (Adiwarman A. karim. 2011:113). 
Selanjutnya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 
juga memberikan definisi tentang murabahah dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) 
huruf D. Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (1) huruf d tersebut, yang dimaksud 
dengan akad murabahah adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan 
harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih 
sebagai keuntungan yang disepakati. 
 Dalam melakukan pembiayaan biasanya nasabah akan memberikan agunan 
atau jaminan. Jaminan atau yang lebih dikenal sebagai agunan adalah harta benda 
milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi 
wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jaminan dalam pembiayaan memilki dua fungsi 
yaitu pertama, untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak 
ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, 
sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah 
pembiayaaan yang akan diberikan kepada pihak debitur. Pemberian jumlah 




 Jaminan dalam pembiayaan bank syariah menempati posisi pendukung atau 
penguat bagi bank untuk memberikan pembiayaan bagi pihak ketiga. Akan tetapi 
sebaiknya jaminan bukanlah syarat mutlak pemberian pembiayaan melainkan sebagai 
penguat dari penilaian analisa kemampuan bayar dari pihak ketiga yang diperoleh 
dari penilaian aset dan usaha yang dijalankan oleh pihak ketiga ( debitur ). 
 Dalam hukum Islam, seluruh madzhab hukum syariah tidak membenarkan 
meminta jaminan untuk akad yang bertujuan untuk melakukan transaksi berdasarkan 
kemitraaan. Namun dalam perbankan syariah, ada akad yang disebut dengan rahn, 
yang mengandung makna tetap dan tertahan. Akad rahn ini digunakan untuk 
mengikat akad pembiayaan murabahah. 
 Secara Etimologi (bahasa), rahn berarti "Assyubuutu Waddawamu" (tetap dan 
lama), yakni berarti Pengekangan dan Keharusan. Sedangkan menurut Terminologi 
syara', rahn berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat 
dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut." 
 Menurut Ulama Syafi'iyah, Rahn adalah menjadikan suatu benda sebagai 
jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar 
utang. Menurut Ulama Hanabilah: Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai 
pembayar harga (nilai) utang ketika berutang berhalangan (tak mampu) membayar 
utangnya kepada pemberi pinjaman. 
 Gadai atau rahn hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qurán, adapun dasar 




Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan 
yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu 
mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan 
barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 
 Para Ulama sepakat bahwa rahn dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab 
gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling memepercayai. Selain itu, 
perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut 
dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, 
begitu juga penggantinya yaitu barang jaminan. 
 Adapun yang menjadi dasar hadist atau sunnah rahn yaitu: 
“Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi 
dan menjaminkan kepadanya baju besi”. (H.R. Bukhari) 
 Menurut kesepakatan ahli fiqh, peristiwa Rasulullah saw, me-rahn kan baju 
besinya itu adalah kasus rahn pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh 
Rasulullah saw.  
Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad SAW bersabda: “tidak terlepas 
kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh 
manfaat dan menanggung resikonya”. (H.R. Asy‟Syafii, al Daruquthni dan Ibnu 
Majah). 
 Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, tentang rahn menyatakan bahwa 
pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn 




1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) 
sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. 
2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun 
tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak 
mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya 
pemeliharaan dan perawatannya. 
3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, 
namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan 
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin. 
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan 
berdasarkan jumlah pinjaman. 
5. Penjualan Marhun 
a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera 
melunasi utangnya. 
b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual 
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah. 
c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan 
dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan 
d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 
kewajiban Rahin. 
 Dalam menjalankan akad rahn atau gadai harus memenuhi rukun gadai. 




a. Orang yang menggadaikan (rahin) 
b. Yang meminta gadai (murtahin) 
c. Barang yang digadaika (marhun) 
d. Hutang (marhun bih) 
e. Ucapan (sighat akad) ijab qabul.  
Dalam rukun gadai ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. 
a. Syarat áqid 
Syarat yang dipenuhi oleh aqid dalam gadai yaitu rahin dan murtahin, adalah 
ahliyah (kecakapan). Ahliyah menurut Hanafiyah adalah kecakapan untuk melakukan 
jual beli. Artinya setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan 
gadai. Hal ini dikarenakan rahn atau gadai adalah suatu tasarruf yang berkaitag 
dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, 
pelaku disyaratkan harus berakal dan mumayyiz. Maka tidak sah gadai yang 
dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum memasuki masa tamyiz. (Ahmad 
Wardi Muslich. 2010:290) 
b. Syarat shighat 
 Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu 
di masa depan. Rahn mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti 
halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan 
suatu waktu di masa depan. (Ismail Nawawi. 2009: 128)  
c. Syarat marhun 




1. Barang yang digadaikan bisa dijual, yakni barang tersebut harus ada pada waktu 
akad dan mungkin untuk diserahkan. Apabila barangnya tidak ada maka gadai 
tidak sah. 
2. Barang yang digadaikan harus berupa mal (harta). 
3. Barang yang diagadaikan harus mal mutaqawwim, yaitu barang yang boleh 
diambil manfaatnya menurut syara’ sehingga memungkinkan dapat digunakan 
untuk melunasi utangnya. 
4. Barang yang digadaikan harus diketahui (jelas), seperti halnya dalam jual beli. 
5. Barang yang digadaikan harus kosong, yakni terlepas dari hak rahin. 
6. Barang yang digadaikan harus terpisah dari hak milik orang lain, yakni bukan 
milik bersama. 
d. Syarat marhun bih 
 Adapun syarat marhun bih, yaitu: 
1. Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya 
yaitu rahin, karena tidak perlu memberikan jaminan tanpa ada barang yang 
dijaminnya. Syarat ini diungkapkan oleh ulama hanfiah dengan redaksi, “marhun 
bih harus berupa utang yang ditanggungkan (dibebankan penggantiannya) kepada 
rahin”. (Wahbah Zuhaili, 2011:137) 
2. Harus berupa utang yang dimungkinkan untuk dipenuhi dan dibayar dari al-
marhun (barang yang digadaikan), jika marhun bih tidak mungkin untuk 




3. Hak yang menjadi al-marhun bih harus diketahui dengan jelas dan pasti. Jika 
tidak diketahui dengan jelas dan pasti maka akad rahn itu tidak sah. (Wahbah 
Zuhaili. 2011:130) 
 Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah gadai setelah terjadinya 
serah terima barang gadai, diantaranya: 
a. Barang yang Dapat Digadaikan.  
 Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi, 
agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak 
dapat diperjual-belikan, dikarenakan tidak ada harganya, atau haram untuk diperjual-
belikan, adalah tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Yang demikian itu 
dikarenakan, tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan 
barang yang haram atau tidak dapat diperjual-belikan. 
 Oleh karena itu, barang yang digadaikan dapat berupa tanah, sawah, rumah, 
perhiasan, kendaraan, alat-alat elektronik, surat saham, dan lain-lain. Sehingga 
dengan demikian, bila ada orang yang hendak menggadaikan seekor anjing, maka 
pegadaian ini tidak sah, karena anjing tidak halal untuk diperjual-belikan. 
Dari Abu Mas‟ud Al-Anshari Radhiyallahu „Anhu berkata: “Rasulullah 
Shallallahu „Alaihi wa sallam melarang hasil penjualan anjing, penghasilan 
(mahar) pelacur, dan upah perdukunan.” (Muttafaqun „Alaihi) 
 Imam Asy-Syafi‟i berkata: “Seseorang tidak dibenarkan untuk menggadaikan 




tersebut) tidak halal untuk diperjual-belikan.” (Al-Umm karya Imam asy-Syafi‟i: 
III/153) 
b.  Barang Gadai Adalah Amanah. 
 Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang, dia 
hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak, misalnya jika pemilik uang 
khawatir uangnya tidak atau sulit untuk dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya 
sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang 
akan dia pinjam. Karenanya jika dia telah membayar utangnya maka barang tersebut 
kembali ke tangannya.  
 Status barang gadai selama berada di tangan pemberi utang adalah sebagai 
amanah yang harus ia jaga sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah 
adalah, bila terjadi kerusakan yang tidak disengaja dan tanpa ada kesalahan prosedur 
dalam perawatan, maka pemilik uang tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. 
Bahkan, seandainya orang yang menggadaikan barang itu mensyaratkan agar pemberi 
utang memberi ganti rugi bila terjadi kerusakan walau tanpa disengaja, maka 
persyaratan ini tidak sah dan tidak wajib dipenuhi. 
c. Barang Gadai Dipegang Pemberi utang. 
 Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi utang selama masa perjanjian 
gadai tersebut, sebagaimana firman Allah:  
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‟amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan 





“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan. Dan susu (dari hewan) 
diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan 
yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.” (Hadits Shahih riwayat Bukhari 
(no.2512), dan At-Tirmidzi (no.1245), dan ini lafazhnya). 
d. Pemanfaatan Barang Gadai. 
 Pihak pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian. 
Sebab, sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang 
berutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak orang yang berutang, 
sepenuhnya. Adapun pemberi utang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang 
tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik 
barang.  
 Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan 
barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia 
memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan 
dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang 
mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. (Sayyid Sabiq. 2012:244-245) 
E. Langkah-Langkah Penelitian 
1. Metode Penelitian 
 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis maka penelitian ini 




memaparkan bagaimana penggunaan deposito sebagai jaminan pembiayaan di Bank 
Syariah Mandiri Cabang Cimahi.  
 Menurut Wahyu Purhantara (2010:71) penelitian deskriptif-kualitatif adalah 
sebagai berikut: 
“ Penelitian dengan desain deskriptif yang paling sederhana menyangkut suatu 
pertanyaan, dimana kita menanyakan suatu hal mengenai pokok permasalahan 
tertentu seperti besarnya, prosesnya, distribusinya, bentuknya, dsb.” 
2. Sumber Data 
 Dalam penentuan data yaitu didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. 
Maka penelitian sumber data primer dan sekunder yaitu: 
a. Sumber data primer adalah sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan 
permasalahan yang sedang dibahas yaitu data tentang akad rahn dan cash 
collateral yang diperoleh secara langsung dari informan yang dapat memberikan 
keterangan tentang kegiatan penelitian yang dilakukan. 
b. Sumber data sekunder adalah sumber-sumber lain yang didapat dari berbagai 
referensi sebagai penguat, antara lain didapat dari dokumen Bank Syariah Mandiri 
seperti akad pembiayaan murabahah, akad rahn, mekanisme penggunaan cash 
collateral serta berbagai sumber literatur lainnya berupa buku-buku, surat kabar, 




3. Jenis Data 
 Adapun jenis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan jenis data 
kualitatif dengan menggunakan penalaran logis terhadap data-data yang didaptkan 
dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dari observasi dan wawancara dengan 
karyawan Bank Syariah Mandiri Cabang Cimahi. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
 Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 
berbagai cara, yaitu: 
a. Mengumpulkan Data (Data Sekunder) 
 Hal pertama yang dilakukan oleh penulis adalah mengumpulkan data guna 
untuk mendukung pembahasan pada penelitian ini 
b. Wawancara (Data Primer) 
 Menurut Burhan (2010:108) mendefinisikan wawancara sebagai berikut: 
“Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh keterangan 
untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka atara 
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Dengan demikian, kekhasan 
wawancara mendalam adalah keterlibatannya dalam kehidupan informan”. 
 Maka, pada penelitian ini penulis akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 




di atas bahwa informan tersebut adalah pihak bank yang berhubungan langsung 
dengan kegiatan akad pembiayaan qardh dan nasabah tentunya. 
c. Observasi  
 Observasi atau catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal - hal 
baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang 
sudah dipersiapkan. Disini juga penulis mengamati atau membuat catatan ketika 
berada di lapangan. Penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui 
bagaimana proses sebenarnya yang terjadi. Karena, pada penelitian kualitatif penulis 
membuat laporan berdasarkan apa yang penulis lihat, rasakan, dan dengar. 
d. Analisis Data 
 Adapun secara garis besar analisis yang dilakukan sebagai berikut: 
1) Menelaah seluruh data yang terkumpul baik dari data primer maupun data 
sekunder dan data lainnya. 
2) Mengelompokkan seluruh data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah 
yang diteliti. 
3) Menghubungkan data dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka 
penelitian. 
4) Menyimpulkan data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan dan 
kaidah yang berlaku dalam penelitian.   
 
 
